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BUPATI GIANYAR 

PROVINS! BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENYELENGOARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menim bang a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi 

bangsa, dan falsafah hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang harus terus 

dibumikan dan dijadikan pedoman dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

sejahtera dan bahagia, 

b. bahwa pendidikan wawasan kebangsaan 

diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan 

Pancnsila, membina kerukunan dan toleransi 

masyarakat yang majemuk yang terdiri atas 

beragam suku, mas, agama, golongan, sosial, 

ckonomi, budaya, dan kearifan lokal schingga 

terwjud masyarakat di Kabu paten Gianyar yang 

berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal } ayat (I) 

Peraruran Menteri Dalamn Negeri Nomor 71 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan 

Ke bangsaan yang menyatakan pemerintah daera 

wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan 

kebangsaan, 



' 

• 

• 

Mengin8at 

d bahwa berdasark.an pertimbangan sbagaiman.a 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e 

pertu menetapkan Peraturan Daera.h tentang 

Peryelengaraan 

Kebangaa 

Pasal 18 avat (64 Undang-Undang Dasar Negara 
Repubhik Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentulean peaturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia iomor 5234] sebagaimam.a telah diubah 
bebera pa kahi, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 hun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perun.dang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomnor 143, Tambahan Lerbacre 
Negara Republik Indonesia Nomor 68011; 

3. Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Noor 244, Tambahan 
Lembaran Negara epubhik Indonesia Noror 5587% 

sebagamana telah diubah beberapa kahi, tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tau 2023 
tentang Penetapea. erauran peerintah 
Perganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjai Udang-Un.dang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nofor 4l, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 68.56 la Tarbahan Lem.baran 
Negara Republike Indonesia Nomor 6841 

4 Undang Undang Nomor 15 Tahu 2023 tentang 

Provins Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6871; 

5. Udang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang 
kKabupaten Giayer di Provinsi Bali (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

261, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7012 

6, eraturan Menteri Dala Negri Noor Nooe Tl 

endidiken 
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Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan 
Wwaseun Kebangsaan [Derita Negara Re publik 
Indonesia Tahu 202Narmor 106H 

7Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 80 Tabun 
2015 tentang Pembentukan Pro@duk Hukum 
Daerah [Berita Negara Republike Indonesia Tahun 
2015 Nor6r 2036) sebagairana tela.h diu bah 
dengan Peraturan Menteni Dalam legeri Nonor 

120 Tahun 2018 tentang Perubaha Ats 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 80 Tah un 
2015 tentang pebentukan Produk Hakur 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Noraor 157), 

Dengan Persetufuan Ber#ama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GIANYAR 

dan 

BUPATI GIANYA 

MEMUTUSKAN 

Meneta.plan PERATURAN DAERAH 
PENYELENGOARAAN PENDIDIKAN 
EANGSAAN 

TENTANG 
WAWASAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasad l 

Dalam Peraturan Daera.h in yang dimasud dengaon 

Daerah adalah Kab paten Giana 

2 Pemerintah Dae rah adalah pemerintah 

3. Kabupaten Gianyar Bupati adalah Bu pati 

Giany.ar 

4, Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingngan Pemerintah Daerah 

Perangkat Daerah yang 

di 

bidangkesatuan bong.sea den politik 

6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah 

yang melaksanakan ursan pemerintahan di 
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pemerintah 

em baga 

• 

. ' 

• 

• 

• 

bidang kesatuan bangsa dan politik 

Masarakat adalah perorangan, 

kelompok/forum.organisasi profesi, organisasi 

kemasyerakatan organisesi sosial politik, 

dan atau organisasi yang berbadan hukeum 

8. Desa adalah Desa di wilayaah Daera.h 

9, Pemerintah Desa ad.ala.h Perbekel dibantu 

peranglat Dess scbaga unsur pemyelenggara 

Pererinta ha Des 

I0. Pendidikan Wawasan lebang8saan adalah 

pendidikan cara padang bangsa Indonesia 

tentang di lingkungannya 

mengutamaka persatuan dan kesatua bangs 

serta kesatuan wilavah yang diladasi Pacasila 

daen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahon 1945 

tNilai.Nilai Pacas~la alalah uatu sistern nilai 

yang bulat dan utuh yang terkandung dalam 

kelima sla dari Fancasla mnelrputi milai 

ketuhanan, mile kemanus.iaan, nilai persat uan, 

nilai kerakyatan dan keadilan 

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah ongamsas 

yang didinkan dan dibentuk oleh Masyarakat 

eoarasularela berdasark.an kesa aa80spiral, 

kehendak, kebutuhan, epentingan, egatan, 

dan tujuan ntuk berpartisipeasi dalam 

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 

Kesataon Republik Indonesia yang berdacsark.an 

Pacasila 

1 3. Lem baga  Nirlaba Lainnya adalah embaga non 

meliputi lembaga pendidikant, 

pelatihan, lembaga 

peneliti /pengkaan, ekselutif 

ma hasiswa, dan pondok pesantren, termasuk 

lembaga swadava Masyarakat 

4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari 

Kerenteria atau Lembaga Pererintah non 



' 

Prinsip penyelengsaran 

Pasal 3 

• 

' 

• 

Kementerian yang mem punyai hingkungan kerya 

dwilaya.h Daerah 

15. Pusat Pendidikan Wawacsan 6ebangsaan yang 

elanjtnya disinglet ppw adalah sat wale h 

ang berbentuk kelorn poke kerja yang diarahkan 

utuk pengembangan cara panda.ng bangs 

Indonesia tentang diri dan lingkunganya 

menguaaan persatuandan kesatuan bangs.ea 

serta kesatuan ilayah yang dilanlai Pcasila 

dan LUndang-Undang Dasar Negara Republie 

Indonesia Tahun 1945 

Pasad 2 

Peddikan Wawasan 

ebangs.aan rerupeak.an satu proses perbuday8an 

dan pemberdayaan yang berlangsung sepanang havat 

sesuai perkembangan kemaan pem bangunan masa 

kimi dan yang alan datag 

Penyelenggaran Pendidila Waas kebags.an 

bertujuan untuk 

a. mengoptimalkan 

pelaksanaan pile 

pemberdayaan dan 

pengembangan 

kebegsean untuk 

penguatan kesaderan 

berbangsa dan bernegara yang berlanlask.an 

pad.a nila Pancasila, Undamg-Undang Dasar 

iegaura Republik Indonesia Tahun 1945, 

hinnela Turggal llo, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

b mengoptimalkan pengembargan dan perbakan 

kinerja demokras Daera.h yang berdasark.an pad.a 

indeks demokrasi Indonesia; 

c. mengembanglan dan melasanakan model 

Pendidikan Wawasan Kebangsaan yacg tidak 

indoktrinatif daen sesuai dengan earifan Lokal; 



' 
• 

d. memfasilitasi proses pemnbentukan simpul 

Pendidikan Wawssan Ke bangaan; 

e. membenikan usulan perubahan kebijakan yang 

terknit dengan maselah kebangan; den 

f membagun jaringan kerjasama dergan berbaga 

pihak untuk pengembagan Pendidikan Wawasan 

ebang@an tingkat lokal, nasional, dan regional 

ssuai peraturan perundang-undangan 

Ruang ling#up pengaturan dalam eraturan Daera.h in 

meliputi 

a, Penddtkan Wawasan Kebagsaan 

b. muatan materi Pendidikan 

Kebargsaan 

c pembentukn PP'WK 

d. partistpas Masyvarak.at; 

e. kerjasera, 

f pembinaan dan pengawasan, 

g monitoring. evaluasi, dan pelapotan, dan 

h. pendanaan. 

BAB I 

PENDIDIKAN WAWASAN KEANGSAAN 

Bagian Kesa tu 

Penyelenggar 

asuaS 

Pemerintah Daerah berkewaiban menyclengara.kan 

edidikan Wewasan Kebe.gee.a. 

tl envelenggaraan 

Pasal 6 

Pendidikac 

Ke bangsaan sebagaman.a dimaksud alam Pasal D 

hilaksana.an aleh Baden 



b. Organisasl Kemna8auras.atan/Lem baga Nirla be 

Lainnya 

d. guru/pendidik; dan 

Bagan Ketiga 

(2 Selain Perangkat Daera.h se bagaimana dima sud 

pada ayat (l, peranglat Dara.h dapat 

Waasa 

Kebangaan sesuai dengan tugas fungsinva 

Penyeleng@araan Pendidikan Wawasan Kebangsa.an 

scbage.mane dimaksud dalam Pasad S ditujukan 

kepada 

a. 0gaseas politik, 

c. aparatur sipil negara, 

e tokoh agama /Masarakat /alat 

elaksace.an 

Pasad 8 

enyelenggaran Pendidilean Wwtan Kebangsaan 

dilaksanakan dalam bentu 

a. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, workshop, 

seminar, an lo.a.karye, 

b. pelatihan; 

e outbod 

e penataran, 

f olahrage, send dan budaya, 

g. lomba, kompetisi dan festival; 

h penulisan bukt, artikel, atau cerita 

pem buatan atau penayang.an file; dan 



bentuk lainn»a sestadi kebutu han Daera.h 

berdasarkan ketentua Perturan Pendag 

undangan 

Dagan Keer pat 

Pendekatan 

Pasad 9 

[l] Pendidilean lWwas Keba.ngsan me0gguaka 

pendekatan yang mensutamask.an 

a. pembangunan karakter bangsa, 

b pelibatan erja sama multipihake; 

• keterbukau, 

d. kreatifitas, 

e. integritas antara ucapan, pikiran, dan 

tindakan, daunt 

f. penggaian dan pengunaan muatan lokal. 

( Pendekatan sebagamana dimaksud pade ayat (I) 

sebeaga dasear pela.ksaa.an kegiatan Pendidkan 

Wawasan Kcbangoo.an vans dilakukan dengan 

menghindari bentuk indoktrinasi 

Hagian Kelira 

Media Teknologi Informas dan kKoruikaS 

Pa.sal 10 

(] Penyelenggaraan endida.n 

Kebagsaran dapat eoaraathan teknologg 

inforasi dan keomurikasi 

l Pemerintah Daera.h melalui Perangkat Daerah yang 

elaksanak.an urusan pemerintaha di bidang 

informasi dan komurikasi memberikan dukugan 

saran.a dan prasaran.a dadamn peranfaata 

teknologi informasi dan komurikasi sebagaana 

diraksud pada ayat (I 
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A Peranfaatan teknolog informasst dan korukasi 

sebagairana din.aksud pale ayat (l antara lei 

melalui 

a. media sosad, 

b media penyaran; dan /atau 

c. format digital dan non digital 

( Pemberian duungan sarana dan prasaran.a dalam 

peanfatan teknologi inforras.i dan korurikaid 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanaka 

berdasark.an kemapan keuangan Daera.h 

BAB III 

MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN 

KEBANGSAAN 

agan Kesa tu 

Urum 

Pasal ll 

Republik Negara 

Mateeri endidian Wow@san bursa.an meliputi 

a. Pancasila, 

b. Undang-Undang 

Indoneisa Tahu 1945; 

e Bhinnelea Tung.gal lka 

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

e. muatan lokal 

(I Penyelenggaraan 

Kebagsaav beerlasaran mater sebagainane 

dialsud dalam Pal Il dilaksanakan selama l 

(satu) hari 

L.) elaksaaen enichkae Wawasan kebang.a.an 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan 

dalam IO (sepuluh) jam pelajaran 
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sebagaman.a 

Bagian Kedua 

Maten Pancasla 

Pasad 13 

mateni Pancasila 

dimaksud dalam Pasal I huruf a meliput 

a. perspektif historis; 

b. makcna dan fungsi Pancasila meliputi 

1 Pancasila sebaga dasear egaa, 

Paneasla se bag ideolog; 

3. Pancasila scbaga falsafa.h, 

4, Pancas~la sebaga pandangan hidup bangsa; 

5 Pancasila sebaga pemersatu bangsadan 

6 wawasan polok tiap-tap sila dala 

Pancasila 

e landasan teritis gila demi sila Pancasila dan 

d. aktuaisasi ancasla 

Dagian Ketiga 

Mateni Undang-Undang Dasar Negara Repubbk 

Indonesia Tahun 1945 

asa I4 

Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 194 sebagaura.na dimeaksud dalam 

Pasal l hurufb, meliputi 

a. perspektf histonus dihihat dan sudut pandang 

pembentukan da penetapan, 

b, paha kostitusionalime dan negara hukum; 

c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. tema po.kok dalam batang tubuh 

e. amandemen Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 



• 

Negara Kesatuan 

Bagan Keempat 

Materi Dhinncka Tunggal Ikea 

Pasal 15 

Mateni Bhinneka Tunggal lka sbagarana dime.k sud 

dalam Pasad II hurufe, meliputi 

a. perspektif historis, osiologs, dan antropologs, 

b makna dan fungi scloka Bhinneka Tung.gal ka, 

e. perkembangan Bhionekaan 

d. landasan teoritis: dan 

e. aktualisasi Bhineka Tung&al lka 

Bagan Kelima 

Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasad 16 

Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaumana dima sud dalam Pas.al II huruf d, 

meliput 

a, perspektif historis; 

b ma.kn.a den fungi 

Republik Indonesia dihihat dari sudut pandang 

geo strategs dangeo politis 

e. landasan teoritis; dan 

d meneintad empertahack.an 

Kesatuan Republik Indonesia 

agian Keena 

Materi Muatan Lok.al 

Pesa] 17 

(l] Materi muatan lokal sebagamana draksud dalam 

asal ll hurufe,disusun untuk memperkuat dan 

menja bark.an Nila-Nila Pancasila, Undang 

Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara 

Kesa tan Republik Indonesia 



• 

(I) Susunan Kepegurus PpW meliput 

Sekretaris 

( Mateni mutan lokal sebagaaha dimasud pada 

ayat (l], berupa pengetahuan serta aktu.aliseasi 

kebudayan Bali hussnya kebudaya.an Daerah 

dalam suatu tatanan kehidu pan Masyarakat 

(3 Muteri muatan lokal sebagairman.a dim.aksud paeta 

ayat (2). meliputi 

a pegetahuan mum adat dan hukum adat 

Bali 

b aksara, bahasa, dan busana adat Bali; dan 

c. budaya Kearifan Lokal Daerah 

BA IV 

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDKAN WAWASAN 

KEBANGSAAN 

Pasal I8 

(1 Pemerintah Daerah melaksanakan 

endidikan Wawatan KebangSaa ehbentuk 

PW 

l) epengurusan WK sebagamana dimasud pad.a 

ayat (l)terdiri atas 

a Instasi Vertika; 

b unsur Peterintah Daerah, 

c nsur Pererintah Dea, 

d lembaga pendidikan; dan 

e. Masyarakat 

[3) Bupati dapat meninjau kembahi kepengursan 

ppwK sebagaimana dimal.sud pad.a avat (2Jsesua 

dengan kebutuhan 

Pasa] 19 

Ketua 

Wail Ketua 

Sekrctaris Daerah, 

epala Bad.an, 

Kepala bidang pada Badan, 
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• 

Daera.h yang 

Kemasyaura.katan/Lem be.ga 

• 

nggota yang mer pa.kan kepala/ pm pinan 

I. Perangkat membidang 

perencanaan permbagnan Daerah dan 

Perangkat Daera.h terkait lainnya, 

2 komando distrik militer, 

3. kepolisian resort, 

4. badan pusat statisttk di Daerah; 

• organisasi politik yang emihiki kursi di 

DPRD, 

6. Organisasi 

Nirlaba Lainnya, 

7 media mas.sa lokal, 

8. universitas/per8ruan ting8i, dan 

tokoh agama/Masyarakat/adat 

(2 pp sebagaimaca dimaksud pada ayat (I 

mepunya tugas 

a. mnenyelenggarakaa endidike Wawes.an 

Kebamgsaan di Dae rah; 

b. menyusun uraian tugas kepengurusan, 

e. melaksaak.an perter.uan secaura rutin 

antara loin berlauitan legan penyuunan 

program kerja yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

d melaksanakan kegiatan berdasarkan 

program kerje, 

e melakukan kerja sara dengan pp 

provinsi dan daerah lain sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan, 

f memberikan konsultasi dan koorthna 

berkaitan engan program leerja kepada 

Masyarakat dan dunia usaha; dan 

g. melapork.an pelaksanaan tugas epad.a 

Bu pat 



• 

• 

I 

[3) PPWK melalui ketua dalam melaksanakan tugas 

sebagamane dimaksud pada ayat (2) melakukan 

konsultasi dan koodinasi kepala Gubernur 

melaluj ppWK provinsi 

Pase 20 

(I Masa kerja ppK sebagaimana dimaksud dalam 

asa 19 selama (empat] tabun 

(2 Masa kerja sebagaiman.a dimakesud pada ayat ( 

dapat hiperpanang l (satu] kahi masa abaan 

(3 pp dapat diberhentikan sebelum masa kerj 

selesad berdasark.an hasil tinjauan Bu pati 

sebagamaon.a dirat.ksad dadamn Pasad 18 ayat (34. 

Pawsal 2I 

febentukan dan pemberhentin pp sebagain.an.a 

dimaksud dalam Pasa] 18 dan Pasal 20 ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati 

BAB V 

PART19IPASI MASYARAKAT 

Pasa 22 

(I]Mayaraleat da pat berpartisipas dadam 

penvelengkaraan Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan di Daera.h 

(2Purtisipasi sebagaimaa dimaksud pada avat (I) 

me hip 

a. sebaga agen perubahan dan penggere.k 

dalarm rengimplementasikan Pendidilean 

Wawasan e bangsaau, 

b. dapat memtasilitasi sarana prasarana dalam 

pelakanaan 

Kebangsaan 

Waasa 



• 

angsung pada 

secara fungsioinl 

• 

e. mendorong dean mendukung pelakanaan 

Pendiikan wwean Kebaergsaon; dart 

d. membantu menvukseskan penyelengqaran 

erddikan Wawaan kebangsea.an 

komunitas keluarga, 

kemasyarakatan adat keagamaan dan/atau bentuk 

kegiatan formed/ nonforral lanaya esuad engan 

ketentuan Peraturan Perundang undang 

Pasad 23 

(l)Bupati membenikan penghargaan bag Masyarakc.at 

yang berpartisipast dalarm penyelenggaraan 

Pendidikan Wawasan Kebagsaan di Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasad 22 

)Pemberian penghagaan sebagamana dimaksud 

pala avat(l4dilakukan berdasarkan perilaian oleh 

upati atau pejabat yang ditunjuk. 

(3 Penilaian sebegairana dirak sud pada yat [2l 

berdasarkan kriteria 

a peningkatan pelavanan publik 

b memberikan perubahan terhadap kondisi 

lingkungan rasyaura.k.at, dan 

e. memberikan rafa.at 

Maswarak.at bask yang 

apun ecafa e0ohs 

(4Penghargaan sebagaimaa dirmasud pada ayat (l], 

dapat ber pa 

a pagan, 

b insentif; dan/atau 

c pubbikasi 

(etentuan lebih lanjut mengena taa cara 

pemnberian penghargaan diatur dengan Peraturan 

upat 



• 

' • 

• 

Wawasaf 

' 

• 

• 

BAB VI 

KERMA SAMA 

Pasal 24 

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 

Kebangsaan sesua etentuan Peraturan Peru.ndang­ 

undangan 

BAB VII 

PEMINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 

[l Bupati melakukan pembnaan dan pengaowasan 

terhadap penyelenggaran Pendidian Wawas.an 

Kebangaan di eluraha/Desa melahu Carat 

( Pembinaan penyeleng&ara.a Pendidikan Wa was.an 

Kebangsaan sebagal man.a dimark.sud pada ayat (l] 

dilaksanakan oleh Kepala Bad an 

tll penyelengaraan Pendidik.an Wawasa. 

Kebangan sebagiran.a dirakud pad.a ayet (IL 

dilaksanakan melalui monitoring da evaluasi 

BAB VIII 

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasad 26 

Bu pati melalui Kepala Eada melakukan monitoring 

den evaluacsi penyelenggars.an Penidika 'Wgwas.an 

ebangaan di Keluraban/Desa melalui Camat 

Pasa 27 

[l BHupati mela porkan penyelenggaraan Pendidikan 

Wawasan Kebacgsean di Darah kepala Gubernur 

denga tembusan kepada menteri yang 

menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

oe8er 

2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 

dilakukan setap akhir tabun aggaran 



t.34 Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana 

dirasksud pada ayat [l] dapat dilakukan sewaktu­ 

waktu 

BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 28 

endanaan penyelergareas Pedidikasn Wow.seon 

Kebangaan bersumber dari 

e. Angara.n Pendapatan dan Delacnja Daerah, 

dan/atau 

b surber pendanaan lainna yang sah dan tilake 

mergikat sesuai ketentuan feraturan 

Perundang-undangan 

DAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

PW yang telah dibentuk se belum Peraturan Daera.h 

ini diundangken, tetap mnelaksanakaon tugs den 

kewen.agannva sampai dengan ditetapkanna ppK 

berdasark.an ketentuan Peraturan Daerah m 



BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peratuman Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

mencmpatkannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten 

Gian@var. 

Ditetapkan di Gianyar 
pada tanggal 6 Maret 2025 

BUPATI GIANYAR, 

Ttd. 

I MADE MAHAYASTRA 

Diundangkan di Gianyar 
pada tanggal 6 Maret 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

Ttd. 

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI 

(2,8/2025) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Ke ala Bagian Hukum 

Daerah Kabupaten Gianyar, 
<, 

$ 

• Madi,SH.,MH. 
Pe; ina (IV/a) 

NIP. 197601 10 200604 1 0 1 1  

'  



PENJELASAN 

A7AS 

PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENYELENOGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANOSAAN 

I. Umum 

" 
asal Demi Pasa 

Pasal l 

Cukup jelas 
Pa.sad 2 

Cukup jelas 
Pasal 3J 

Cukupjelas 
Pasal4 

Cukup jelas 
Pasal S 

Cukupelas 
Pasal6 

Cukeup jelas 

Paseal 7 

Cukup jelas 
Pasad8 

Cutup jelas 

Pesa9 

Cukup jelas 
Paw.sad 10 

Cukup jelas 
Pasal 1l 

Culup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 
asad I4 

Cukup jelas 
Pasal L5 

Cukup jelas 
Pasad I6 

Cukup jelas 
Pa.sad 17 

Cukup pelas 
asad I8 

Cukup jelas 



I 

Pasal I9 

Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasad 2I 

Cukup jelas 
Pasa 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukeup jelas 

Pasa24 

Cukup jelas 

Pase125 

Cukup jelas 
Pa.sal 26 

Cukeup jelas 

Pasal 27 

Cukup ielas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ANYAR NOMOR 2 


